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LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI B

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
’ REMBANG

s NOMOR : 13 TAHUN 1977

; TENTARG
MEMBUAT DAN MEMBOUNGKAR BANGUNAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAEAAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang : Bahwa untuk menertibkan dan menyelaraskan
dengan masa pembapgunan pada dewzsa ini, perlu
memperbaharui Peraturan Daerah Tingkat I} Rem—
bang tentang membuat dan membongkar bangunan
tgl. 25 April 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah
Jawa Tengah Tahun 1943 Seri C No 3 diundang-
kan pada tanggal 31 Desember 1962 disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan
surat keputusan tgl. 6 September 1562 No. Hk. 4/

7 | 141/19, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tgl 14 Maret 1972, No. 2
Tahun 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Ja—
wa Tengzh tabun 1972 Seri C No 48 diundangkan
tgl. 15 Maret 1¥72, disahkan oleh Gubernur Ke-
pala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan
1gl 31 Mei 1972 Ko hbukum G.47/52/8 karena
sudah tidak sesuai Jagi depgan keadaan sekararg

= Mengingat : 1. Undang -undang No 5 tahun 1974.

2. Undang-undang No. 13} tahun 1950 jo.P.P. No
32 Tahun 1950, -

3. Undang-undang No. 12/ Drt. tahun 1957.

Dengar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1i Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN, DAE-
RAH TINGKAT II REMBANG TENTANG
MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN




BAB 1
. KETENTUAN - umMmiuM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. » Dewan ” ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat Il Rembang.

_ "penata Sempanaa” ialah kecuali pejabat tersebut, juga yang

menurut pasal 3 ayat (1) menjalankan pekerjaannya.

_ ?Jalan Umum?® ialah semua jalan?, lorong2, jembatan2, pasar?,

lapangan2 dan petamanan? yang dipergunakan bagi lalu lintas
umum.

» Jalan kendaraan umum” ialah semua jalan umum yang dapat
dipergunakan untuk minimal kendaraan beroda dua.

» Perairan umum” ialah semua sungai, parit2, terusan2, saluran?
air minum dan laino sebagainya yang sejenis.

. »Garis? Sempadan” ialah garis? yang ditetapkan oleh Dewan

berhubung dengan Kkepentinian pembuatan bangunan? s3cira
teratur dan yang dalam membuat dan memperbaharui seluruhnya
atau sebagian, sebuih bangunan pada t:pi.sjalah umum atau
perairan umum yang ada dirawah penguasaan Daerah, tidak
boleh dilanggar dan merupakan batas kearah ‘jalan atau perairan
1y,

Pasal 2

(1). Peraturan daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupa-

ten Daerah Tingkat i1 Rembang.

(2). Peraturan daerah ini tidak berlaku bagi p:mbuatan dan pem-

bongkaran bangunan - bangunan yang dilakukan oleh atas
usaha Negara, Pemerintah Propinsi Baeran Tingkat 1 Jawa
Tengah atau Kabupaten Daerah Tn:kat [1 Rembang, kecuili
yang mengenai ketentuan-Xketentuan garis? sempadan,

Pasal 3

(1). Penata sempadan diangkat oleh Bupati Kepala Daerih, jika

Penata Sempadan belum ada, maka jabatan tersebut dipingku

oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat 1I Rembang.

“Bilamana pejabat tersebut sakit atau berhalangan Bupati Ke-

pala Daerah dapat menunjuk seorang wakilnya untuk semen-
tara. -
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(2) Penata Sempadan adalah Pegawai Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Rembang.

(3) Penata Sempadan sebelum memangku jabatannya harus mengu-
capkan sumpah atau janji dihadapan Bupati Kepala daerak
sepagal benkut :

DEMI ALLAH :

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk mendapat jabatan
atau pe<erjaan saya ini, baik langsuang maupun tidak langsung
dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau men-
janjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga,
Saya b:rsumpah/ berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan im, tidak sekali-kali akan me-
nerima. langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga se-
suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibar
saya sedagai Pezawai Daerah Tiagkat {I R=mbang. dengan sebaik-
baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan membantu me-
melihara secala peraturan yang berlaku bagi Daerah Tingkat I
Rembang, khususnya dan bagi Negara Republik Indonesia umum-
nya dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan ke-
szjahteraan Daerah Tingkat 11 Rembang.

Saya bersumpah/berjanjanji bahwa saya akan setia kepada Ne
gara Republik Indonesia dan akan senantiasa menjunjung tingg
kehormatan Negara dan Daerah.

Pasal 4.

aris sempadan sepanjang jalan? dan perairan? berada diba-
wah peogawasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang

BAB 1II
BAGIAN 1

I1DZIN MEMBUAT ATAU MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 5
(1) Tanpa idzia Bupati Kepala Daerah dilarang :

a. Didalam Ibu Kota Kabupatea Daerah Tingkat II Rembang

b. D.dafam Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepal:
Dierah Tingkiat Il Rembang se Kabupaten Daerah Tingka
Il Rembaag .

c. Didalam Ibu Kota Kecamatan se Kabupaten Daerah Ting-
kat Il Rembang.

é
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d. Didalam jarak 100 meter dari sumbu jal:n milik Daerah
‘ingkat il Rewbdang yang ddpat dilalui kendaraan, yang ada
pada tikungin? jalag, persimpangan? jalan, atau tempai? ra-
mai dan dianggap bedahay: bagi keamanan lalu-lintas.

UNTUK :

aa. mendirikan sesuatu bangunan apapun :

bb. mengadakan perubahap, perbaikan atau pergantian pada

bangunan semula dan/apa saja yang termasuk bagian dari pa-
danya, seperti bangzunan tambahan dan sumur, goy riol,
kandang, garasi, dzn tembok yang berdiri tersendin.

cc. melakukan sesuatu pembongkaran

dengan pengertian, bahwa sekedar larangan termaksud ber—
laku bagi tempat? tersebut dalam pasal 5 ayat I)sua b, ¢
dan d, jika dipandang perlu, untuk tiap? ha! untuk kepea-
tingan umum, Pemerintan Daerah dapat menentukan pz-
ngecualian dari sesuatu larangan.

Batas-batas Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepalz
Daerah Tingkat [I Rembang dan Kecamatan-kecamatan terse-

but dalam pasal 5 ayat (1) sub b dan c, ditetapkan olsh Bu-
pati Kepala Daerah,

Pasal 6

Dengan tidak memerlukan idzin Bupati Kepzla Dacrah

atau campur tangan Penata Sempadan, diperkenankan mengeriakan :

2, Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa seperti mem-—

plester, mengapur, mengetir, mencat dan menghias dinding.

b. perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan kecil seperti :

Ce

L. lantai-lantai, asal tidak dengan menambah tingginva.

2, bagian-bagian jendela dan pintu-pintu yang dapat bergerak,
dinding juga penutup atap termasuk pula kasau {usuk dan
dan reng dengan ukuran lebar kurang dari dua meter, asal
tidak dengan mengubah apa-apa pada beatuk atap dan tidak
menggunakan bahan penutup yang lebih berat.

3. langit-langit (pyan) dari bambu atau bahan yang ringan lainnva

4. got-got dan tembok-tembok yang berdiri tersendiri, aszl tidak
dengan mengubah sesuatu dalam bentuknya.

perbaikan - perbaikan kecil seperti :

1, memiadah atau membuat lobang-lobang angin, tiap lobang
tidak lebih luas dari satu meter- persegi.



2. emper-cmper dan sengkulp- engkuap yang ditahan oleh kon-
sol dan tidak keluar dari tembok lebih dari 0,60 m:ter dan
selurthnva masih ada didalam garis sempadan.

d membuat batas-batas halaman yang tidak terdiri dari pasangan
= bata dan tidak ada disepanjang garis-garis sempadan ditepi ja-
lap umum.
e, pembongkaran bazngunan-bapgunan :

1. yang penutup atzpnya terdirl dari tenda, kajang dan bahan-

= bahan sejenis lainnya.

2. tembok -tembok penutup vang tingginya tidak melebihi 0,50
meter diatas tanah asal udak mendukung bangunan seluroh-

pya atau sebagian. )
. lapisan-lapisan bata tegak kaki—-kaki dinding dari batu. di-
atas tanzh yang sifatnya sederhana.

(93]

Pasal 7.

(1) Untuk mendspatkan idzin tiap-tiap pembuatan, pengubzhan per-
baikan ataupun pembongkaran bangunan sebagai dimaksud da-
lam pasal 5, vang berkepentingan harus menvampalkan surat

- permohoran izin, disertal rencana-rencana gambar-gambar yang
diperlukan, kepada Bupati Kepala Daerah.
(2) Surat-surat permohonan beserta lampiran-lampirannya oleh Bu-
’ pati Kepala Daerah dikirimkan kepada Penata Sempadan untuk
mendapat pertimbangan. Penata sempadan menyatakan pendapat
nya secara tertulis dan mengirimkan kembali surat-surat itu ke-
pada Bupati Kepala Daerah.

(3) Apabila permohonan dikabulkan, oleh Bupati Kepala Daerah
dibuat surat keputusan pemberian idzin ysng turunannya di-
sampaikan kepada pemohon dan kepada Penata Sempadan.

- (4) Surat keputusan pemberian idzin dicabut dalam sebuah daftar
- idzin pembuatzn dan pembongkaran bangunan-bangunan meni-
u rut contoh vang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan
disimpan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

3 g Tingkat 1l Rembang.

Pasal 8

- (1) Pertimbangar vang diberikan oleh Penata Sempadan itu dengan
disertai perhitungan uang sempadan yang harus dibayar oleh
vang berkepentingan.

(2) Jika Penata Sempadan mengajukan pertimbangan sup3ya per—
mokhkonan ditolak, maka harus disertakan alasan sebab -sebab
penolakannya.



(4).

(5.
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Jika vang berkepentingan menghendaki, Bupati Kepala Daerah
dapat mamperiimbangkan uatuk menyerahkan permohonan yang
ditolak 1tu kepada sebuah Panitia yang terdiri dari sekurang-
kurangnya tiga orang anggota, scorang ditunjuk olen Bupati
Kepala Daerah, seorang oleh yang berkepentingan, dan lainnya
oleh kedua orang angggota Panitia tersebut.

Sebagei ar ggota Panitia sedapat mungkin ditunjuk ahli-ahli ba-
ngunan,

Biaya- biaya pemerikszan yang diperlukan untuk pemeriksaan
yang dilakukan oleh Panitia akan ditetapkan oieh Bupati Ke-
pala Daerah menurut kebiasaan dan keadilan dan dibayarxan
lebih dahulu kepada yang berkepentingan.

Jika dalam pemeriksaan ternyata bihwa pihak pemohon yang
benar maka biaya-biaya tersebut harus dikembalikan kepada ber—
kepentingan sedang bizya terssbut menjadi beban pemerintah.
Panitia mengirinkan pertimbangan kepada Bupatl Kepala Da-
erah yang kemudian mengambil keputusan terhadap permo-
honan tersebut.

Pasal 9

Permintaan idzin dan persetujuan terhadap rencana banguban
hanya ditolak dengan alasan-alasan yang dimuat dalam surat ke-
putusan, berdasarkan kepentingan umum atau sesuatu peraturan
daerah atau peratu-an yang lebih ting 2l

Tiap-tiap idzin yanz diyarikan pariu dengan syarat-syarat, ‘bah-
wa keientuan - ketentuan dalam semua peraturan termaksud
ayat (i) yang berlaku bagl pekerjaan yang bersangkutzn, dita-
ati sebagai mana mestinya.

. Terhadapan penolakan idzin berdasarkan kepentingan umum,

dapat dimintakan banding kepada Dewan dulam waktu satu
bulaa sesudah tangzal Keputusan penolakannya.

BAGIAN 2

KETENTUAN TENTANG PENCABUTAN DAN
BERLAKUNYA JIDZIN

Pasal 10

Idzin dizibut olen Bupati Kepala Daerah, iika :

a. syarat-syarat yang dimuat dalam surat idzin tidak ditaati.
b dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari pemberian idzin,

o

o
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(2)

(I

pekarizan belum dimulai dan juga jika selama waktu tiga bu-
Tan berturut-turut pekerjaan terhenti, kecuzli jika sebab-sebab
Yelambatan atau perghentian pekerjaan ita dapat dibenarkan
ih Bupati Kepala Daerah urtuk mengirimkan perpanjangan
wak:: atau melanjutkan pekerjaaa.

¢ dalam melaksanakan pekerjaan, menyimpang dari ketenfuan
=

peraturan daerah ini dan/ peraturan-peraturan lainnya.

D:ilam nal-hal termaksud diatas, harus cimintakan idzin baru,

apabila :ang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan

atau me.anjutkan pembuatan dan pembongkaran bangunan yang
nakan.

.
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Pasal 11

Surat idzin tidak akan diterimakan kepzda yang berkepentingan
sehelum iz melunasi semua biaya vang telah ditentukan untuk itu.
Sesuatu pekerjaan tersebut dalam pasal 5. tidak boleh dimulai
sebalum surat idzin diterima oleh yang berkepentingan, yang ber-
kewaj:hin mengusahakan agar surat 1dzia it senantiasa ada di-
tempat pekerjaan dan ditunjukkan atas permintaan pertama de-
szn atau tulisan dari Penata Semp:dan atau Penjabat

Pasal 12

eiclah selesainya, terhitung mulai hari pzoyaksian oleh Pena-
a Serpadan mengenai kekuatan bangunan. atas pemberitahuan
ertulis cari yang berkepentingan. Dalam hal ini Penata Sem-
padan berkewajiban dalam waktu delzpan hari memberikan
ketaranzan tertulis yang berkepentingan :
Keterzagan itu tidak berlaku bagi bangunan-bangunan yang penu-
tup a:zpnya hanya terdiri- dari kayu, bambu, kajang, tenda dan
bahan-cahan semacam itu, meskipun berdiri diatas dasar batu
Terhacap pembaharuan sebagian, larangan itu hanya berlaku
buat bagian yang diperbaharun

ctunjuk-petunjuk vang harus ditaati pada pembuatan

din psmborcgkaran bangunan.

(L

Pasal 13

Dilarzzz mengerjakan bangunan yang memerinkan idzin tersebut



(2).

(2

(L.

(1.

d: en mengindahkan garis-garis sempadan
tei p:

Idzin untuk perbzikan atzu pembzharuan segala sesuatu \:'.h.g
ada diuar garis sempad_a (idak diverikan, kecuali dengan iczin
Bupati Kepaia Duzerah.

Pagal 14,

Untuk melaksanzkan pekerjaan-pekerjaan dilvar garis sempadan
jalan umum atau pecairan umam, asal ada sekurang-kKurangnyva
tiga meter dan a:as tanzh o I")_]a.k keluar, dapat diberikan idzin
cleh Bupati Kepala Daerah, hanya untukjangka waktu terteatu
atau sampal 1dzio it ‘::3 bur, dengan syarai-syarzt yacg di-
pzndang perlu unizk kerapian dan kcmddhan kota dza uatuk
menghindari kerug agi pihak ketiga ;

Pekerjaan-pakerjzza tersebur dalam ayat (1) yang telah ada-
pada saat mulal berizkunva peraturan daerah 1mi, d1anggap telzh
dilaksanakan dengan idzin yang diberikan untuk wakiu sampai

ada pencabutan,

Pasal 15

Untuk keperluan perbzikan, pzmbuatan atau pembongkaran ss-
suatu bapgunan boich dipasang para-para, perencak p2 enc:x,
tirai-tirai dinding sementara, d.luar gans sempadan diaia as jalen

umum, mesnurut pziunjuk Penata Sempadan

Dalam tirai-tirai dicding 1tu tidak boleh dipasang pintu-pintu
yang membuka kesjuar :

Untuk kspentingan keamanan dan keselamatan umum Bupati Kz-
pala Daerzh dapat memerictahkan supaya dipasang tirai-tirai d:n-
ding seperti tersebut diates pzda waktu mengerjakzn pekerjaan-pe-
kerjaan perbaikan pembuasian ztaupun pembongkaran bangunan:
. Para-para, perencak - pere‘acak den tirai-tiral dinding tersebut
harus sepeﬁccmnq_ﬁ Bupzti Kepala Daerah apahila pexerjaan te-
lah seleszi, harus H-;..m.r-. disingkirkan, sedang bekasnya (jzjzn
umum dan laia sszdzgajnva) harus C;pul]hkan kembali dalam
keadaan semula,

Pasal 16,

Dalam hal-hal yaog istimewa Bupati Kepala Daerah dapat mem-
berikan idzin untuk wzktu sampai ada pencazbutan membuzt

L
jalan-jalan masuk keheleman trotoir-trotoir atau tingga-tangsa
pasangan diluar garis ssmpadan. -
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(2). Lebaraya dilaar garis -garis sempadan dan tinggl pemasangan
jalan-jalan untuk kehalaman. tanggi-tanged pasangin atau tro-
toir-lrotoir ity ditentukan puia o.eh 3up-ti Kepala Daersh, de-
ngan _mengingat ,ebar jalua e huounz cenygin syarat-~syarat
lalu lintes |

(3), Hal-hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini tetap merupakan ba-
gian jalan umum sedang dillasoyz tidak boleh dipasang pa-
gar-pagar, bangku-bangku, balok-balok, tiang-tiang balkon
atau lzin sebagainya ;

(4). Untuk mengubah jalan-jalan masuk halaman, tangga-tangga
pasangan atau trotoir- trotoir ini diperlukan juga idzin dari
Bupati Kepala Daerah. .

Pasal 17.

(1), Semua tembok-tembok tiang pasangaa, tiang betonan, tembok
batas halaman, pangkal-pangkal jembatan, tiang penanggung
jembatan peiizer dan lain sebagainva harus didirikan dengan
pondamen yang baik menurut petunjuk- petunjuk yapg diberi-
kan atau disahkan oleh Bupati Kepala Daerab ; :

{2). Diatas pondamen-pondamen Yyang telah ada, atau pondamen
baru, tidak boleh didirikan bangunan sebelum diperoleh idzin
dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18,

{1). Dalam menggunakan batu merah, dilarang membuat tembok-

tembok luar dan tembok-tembok penanggung yang tegak, buat

rumah-rumah kediaman, gudang-gudang dan lain sebagainya,

yang tebalnya kurang’ dar pada :

a. satu batu buat bangunan tidak bertingkat yang tingi tembok-
ava kurang dari 3,5 (tiga setengzh; meter dibawah blandar ;

1 satu setengah batu buat bangunan Yyang tinggi temboknya
melebiki 3,50 meter dibawah biandar tembok, dan buat
banzuncn yang bertingkat satu ;

¢ dua batu buat bangunan terbawah dari bangunan bertingkat
due, selanjutnya demikian, bahwa untuk tiap-tiap tingkat
jebih, tembok - tembok tingkat bawah tebaloya harus ber-
tambzh dengan setengah batu dan tembok-tembok tiap tiap
tingkat diatasnya tebalnya dapat berkurang setengah batu dari
pada tingkat yang langsung boleh kurang dari satu batu :
semua itu terbitung mulai dari bagian-bagian atad plin-plin
( baturat ) bawah.

Uintuk tembok-tembok dalam dan tembok temhok batas, yang




didalamnyz2 tidak dipasang Japisan - lapisan balok tebalnya

sekurang-Kurangnya sstengah batu atau kurang dari pada yang
tersebut dalam ayat (s

(3)- Untuk bangunan kecil dan ringan yang tidak bertingkat, dapat
diperkenankan menggunakan te mbok-tembok setengah batu, asal
tembok - tembok ini diperkuat dengan punggung—punggung
tembok ( pilar) vang didirikan sampal bagian - bagian bawah
plandar tembok
Punggung-pungguns tembok (pilar) dan tiang pasangan sebagai
penggami_ tembok-tembok penyanggd, jika tingginya 3 1/2 meter
lebih, tebalnya harus sekurang-kurangnya satu batu j

(4). Jika bangunan mempzrgunakan bahan-bzhan lain dari pada batu
merah, maka ukuran minimum dan susupan tembok - tembok
tiang pasangan punggung tembok dan sebagainya, tiap-tiap kali
ditetapkan dalam surat idznnya Bupati Kepzala Deerzh ;

(5). Dalam pasal ini panjang batu merah dihitung sekurang-kurang-
nya 22 centimeter 3

(6). Dalam hal-hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberi
jdzin yang menyimpang dari ketentuan tersebut, atau memerin-
tahkan penggunaan ukuran yang lebih tebal dari pada yang

ditentukaa diatas.

Pasal 19.

(D). Tembok - tembok atau tiang pasangan sekali - kali tidak boleh

makin tebal keatas, kecuali apabila diizinkan oleh Bupati
Kepala Daerah ;

(2). Ketentuan dalam ayat {1) pasal ini ticak berlaku bagi konsul-
konsul bingkai penutup dan bingkai kerona ;

(3). Dilasrang membuat bagian-bagian ini, baik sebagian maupun
seluruhnya, dan plesteran, pemlesteran bentuk dasar yapg me-

makai pasangan dan pemasangal bmg}:ai-bingkai diperbolehkan.

Pasal 20.

Tembok-tembok pemadam kebakaran dan tembok-tembok
batas rumah - rumah petak dan bangunan - bangunan semacam itu,
harus dipasang sekurang -kurangnya 0,50 meter lebih tinggi darl
pada penutup umum.

Pasal 21,

, Pintu pintu semud bangunan-bangunan umum yang ter-
ntama dipergnnakzan untuk pertemuan pertemuan 100 orang atau le-
Bik Fgerejo - cereja, gedung~gedung pioskep! Lesenian, harus dapat
embuka keiuar dengal tidak menggangsgu {aju lintas jalap umuit.
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. P:ziangan-pasangan dibawah trastra
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Pasal 22.

Leatak lantai-lantal, ruangan-ruangan dalam rumah-rumah tembok
¢an bangunan-bangunan yang mempunyai dasar pasangan yang

dipergunakan untuk tempat kediaman 212u biasanya untuk di-

tempati orang, harus sekurang-kurangava 0,25 meter diatas ta-
nah sgkitarnya yang tertinggi yang berbatasal ;

Bagi lantai-lantai yang telah ada, ketentuan dalam ayat (1)
pasal ini hanya beilaku, apabila pemilik atas kehendak sendiri
mengubah tinggl lantai, atau mengubah bangunan seluruhnya
atau sebagian, dalam hal mengubah szbagian hanya bagi lantai-
lantai bagian yang diperbaharui :

. Dalam hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan

pengecualian dan ketentuan diatas.

Pasal 23.

Dimana diperlukan peninggian pekarangan, maka peninggian itu
harus dikerjakan dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu
sehatan |

Jika kekhawatiran yang beralasan, bahwa kesehatan penghuni
penduduk akan terganggu uap tanah, maka seluruh lapisan ta-
nah vang diatasnya akan didirikan bamgunan, harus digali dan
kemudian diurug dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang ti-
dak mengganggu kesehatan : .

salian dan tiggi urugan ditentukan oleh Bupati Kepala

1
;2

'
grai.

o om

Pasal 21,

Samua tembok bangunan/rumah induk, maupun bangunan/rumah
tambahan/samping, harus diseri trastram mulai sekurang-kurang-
nya 0,20 meter dibawah dan 0,20 meter diatas lantai dan tingkat
t2nah 2sal, dibuat dari batu pasangad vang baik tbatu merah,
na-u kzli, batu gunung, batu karang) cengan perekat yang sa-
mz nilainya, dan diplester dengan perzkat yang sejenis ;
U=ziuk pengeanti konstruksi ini diperbolehkan juga memperguna-
L2n konstruksi lain yang tidak Kurang Lekuatannya dari trastram,
nisalnva dengan mempergunakan aspal atau bahan lain yang
dzoat mencegah hawa lembab, untuk ini harus terlebih dahulu
coleh idzin dari Bupati Kepzla Czerah :
r:-!

¢
'
[

dan umumnaya pada se-
semua pasangan didalam tanah vang 'embab atau dalem air,
-:3% holeh menggunakan pereXat vang lebih lembek dari pada
Tat bastertras (semen tiruad).




] -pekerjaan pasangan dita
s¢i¢izh mempercich 1dzin dari Bupati Kepaia Daerzh.

Pasal 25,

(1). Czmpuran (adukan! tras vang kuat terdiri dari satu bagizn g
pi (kapur) din dua bagian semen tras. stau satu bagizn

semen Portlant /p.c) dan dua bagian pasir ;

(2). Campuran bastertras ( semen tiruan ) terdiri dari satu bagian
pasir satu bagian kapur batu dan satu bagian semen merzh, atau
s2tu bagian kapur batu dan satu bagian semen Portlant dan
¢mpat bagian pasir ;

(3). Campuran bestertras vang lembek terdiri dan tiga bagian kapur
batu dua semen merzh, dzn empat bagian pasir, atau satu bagian
semen Pordant, satu bagian kapur dan empat bagian pasir ;

(4). Campuran kapur terdiri dari satu bagian kapur batu can dua
bagian pasir ;

(5). Dzlam mempergunakan tras sebagai penganti semsp Portlant
alzu semen merah atau jenis kapur yang lain buat p2sangan
beton atau psmakaian campuaran kapur, campurannya diteatukan
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28,

Untuk pasangan-pasangan batu yanz untuknyaz tidak
ditentukan perekat- perekat tras dalam peraturan daerah ini atau ti-
dak ditentukan dalam surat idzinnya, dapat digunakan psrekat
campuran kapur.

p0
3]
e

Pasal 27.

(1). Dalam mendirikan tembol-tembok sesuatu bangunan, bads ting-
gl antara tembok-tembok penanggung yang sedang cidirikan,
tidzk boleh melebiti 0,40 meter, sedang mengen2i tembok-tem—
bok dari beton, tidak melzbihi 0,30 meter :

(2). Dzlam hal-hal luar biasa, Bupati Kepala Dzerzh dapat mem-
beri idzin yang menyimpang dari ketentuan itu.

Pasal 28.

(1. Ukuran-ukuran balokx peagered (bindbalk) dan jarak antara
mzsing-masing balok pengerst memerlukan pengesahan Bupati
Kepala Dacrah terlebih dahulu ;

(2) Rangkejan antara satu balok pengered dengan lainnya, dipar-
kuat dengan besi sauh secukupnya, yang ditanam kuar- kuat
dalam tembok dan piada tempat balok-balok psngered saling

B

el
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berzemu, dihubungkan dengan besi penyvambung yang berbentuk
ekor burung layang-layang atau besi-bes! sauh lain, atau dengan
papan-papan kayu secuklpnya ;

Uiuran-ukuran besi-besi sauh psnyvambung atau papan-papin
kavu memerlukan pengesanan dari Bupati Kepala Daerch ter-
lepih dahulu ;

Baiok pengeret untuk bangunan tingkat lebih tinggi tidak boleh
dipasang lebih dahulu sebelum rangkaian balok pengered ting-
kat dibawahnya diberi besi sauh dan pasangan serta disahbkan
oleh Bupati Kepala Daerzah.

Rangkaian balok pengeret harus disambungkan dan tetap disam-
bungkan satu dengan lainnya dengan pengikat-pengikatsilang dan
pengikat-pengikat lainnya vang cukup banyaknya, hingga papan-
papan lantar dan papao-papan langit-langit terpasang padanya.

Pasal 20.

Semua pekeriaan besi vang akan dimasukkan kedalam pasangan
semen harus dicat meni dua kali ;
Besi-besi tulang untuk untuk konsruksi dalam beton bertulang
tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Pasal 30.
Untuk pekerjan beton bertulang dan pada umumnya bagi semua
pekerja yang memerlukan pengetahuan khusus tentang konstruksi
dan pengetahuan yang mendalam 1entang syarat-syarat tertentu,
vang berkepentingan diharuskan untuk menyampaikan sebuah
laporzn yang dibuat oleh seorang ahli, tentang kesempurnaan
konstruksi dun cara penyelenggaraannya seperti direncanakan :
Dalam bal yang demikian itu, pengawasan atas tiap-tiap pe-
kerjaan dapat diserahkan kepada seorang ah'i yang Khusus di-
tunjuk untuk itu
Biava pengawasan tersebut diatas. menjadi tanggungan pe-

rvzlenggara,
Pasal 31.

Atap-atap tidak boleh dipasang sebelum rangka-rangka,

alat-alat penguat dan cara pemasangan besi sauh disetujui oleh
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32.

Lantai-lantai jembatan tidak boleh dipasapg ssbelum

panzkal-pangkal jembatan p2nangguag- penanggung tengah dan gela-

gar-

gelagar disetujui oleh Bupati Kepala Daerah.
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. Pasal 33.

Dilirang meaggunakan atau ketempatan bahan-bahan pekerjaan
bangunan yang tidak kurang baik atau bahan-bchan yang da-
p+t mengganggu Kesehatan, atau campuran yang dapat mem-
Lahayekan Aeselamatan atau bahan-bahan yang telah diapkir
«leh Bupzti Kepala Daerah.

Apabila yang beikepentingan merasa keberatan atas pengapkiran
itu, maka ja dapat minta keputusan daii sesuatu pagitia seperti
termaksud dalam pasal 8, sctelah itu selanjutnya diselesaikan
seoagzimana diuraikan didalamnya, dengan pengeriian bahwa
kula-kata “mengambil heputusan terhadap permintaan tersebut”
sehiarusnya dibaca “mencatukan”

Pasal 34,

Dalam pembuastan sebuah batas antara halaman-halaman (baik
halamin itu berdampingan satu dengan yang lain maupun de-
n:an jalan umum?, setslah pemilik halaman-halaman yang ber-
patasan di dengar, maka cara pembuatan dan tinggi batas itu
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan
adat istiadat setempat ;

Sumur sumur, parit-parit, got-got, jembatan-jembatan dan lain-
liin semacam iw, dengan tidak mengurangi ketentuan-Keteatuan
dalam pasal 633 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya
boleh diadakan pada suatu jarak yang ditentukan oleh Bupati
Kepala Daerah, antara batus halaman yang berhimpitan atau
yvang tidak ;

Bangunan-bangunan vang dibuat dari bambu atau bahan lain
yang mudah teroakar, tidak bolsh didirikan dalam jarak ku-
ranz dar: lima meter dari bangunan-bangunan milik orang lain,

Pasal 33.

Pada tiap-tiap pembuatan, pengubahaa atau pembongkaran ba-
ngunan termaksud dulam pasal 5, pemilik dan mereka yang
disertai penyelengzaraannya, baitk mengenai cara pembuatan ma-
uoun mengeaai bahan-bahan yang akan dipergunakanmya, ber-
kewajiban memenuhi petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh
atau atas nama Bupati Kepala Daerah untuk kepeatingan kese-
lamatan kesentausaan dan kekuatan guna mencegah kecelakaan |
Apabila vang berkepentingan merasa Keberatan atas patunjuk-
petunjuk yanz diberikin itu, maka fa dapit minta keputusan
dari suatu panitia sepzrii termaksud dalam pasal 8, satelah itu
diselesaikun meaurut ketentuan dalam pasal tersebut juncto
pasal 33 ayat (2) peraturan daerah imi.
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B AB 1V.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMILIK-PEMILIK ATAU
PENGHUNI-PENGHUNT HALAMAN-BEALAMAR ATAU
PERSIL - PERSIL

Pasal 36,

(1) Pemilik-pemilik atau penghuni-penghuzi halaman-halaman atau
persil-persil yang didiami berkewaiican mengusahakan supaya :

a. bilamana keadaan halaman dan sekitarnya mengirimkan air
hujan dan air pembilas disalurkan dengan baik kedalam got-
got, parit-parit, kali-kali dan scbagzinya dengan membikin
saluran dihalaman (jika perlu selokan pasangan), dan jika
selokan-selokan itu ditepi jalan umum, harus ditutup dengan
papan yang terlepas satu dan lain atau bahan lamn yang lebih
baik dari itu menurut petunjuk Bupati Kepala Daerah ;

b. selokan-selokan dan got-got di halaman-halaman atau persil-
persil, supaya selalu dalam pemeliharaan yang baik, dan jika
Bupati Kepala Daerah memandang perlu, demi kepentingan
kesehatan, harus dilepgkapi atau ditutup dengan papan atau
plat besi ;

c. jika mereka mempunyai jalan air melalui rumah atau hala-
man tetangganya, supaya didalam batas halaman mereka dipa-
sang ruji-ruji besi yang jaraknoya satu dengan lazinnya masing-
masing tidak melebihi 0,20 meter dan dipelihara baik-baik,
sedang didepan ruji ruji itu dar mana air mengalir, diada-
kan bak pepampung yang rapat, vang panjang dan lebarnya
sekurang-kuranznya 1 1/2 dalam seickan dan dalamnya se-
kurang-kurangnya 1 1/2 dalam selcxan ;

d. supaya air hujan yang berasal dari atap-atap jangan sampai
mengalir atau jatuh dihalaman atzu persil orang lain dan jalan
vmum tidak dirusakkan karena air dari talang-talang atap ;

e. supava dihalaman ada kakus yang cukup baik depgan sumur
kotoran dari pasangan yang rzpat dam tertutup, demikian
itu jika tidak mungkin diadakan ussha-usaba lain yang la-
vak untuk pembuatan kotoran ; sumur kotoran itu harus
dilengkapkan dengan cerobong bau vang kuat yang menon-
jol sampai sekurang-—kurangnya 50 centimeter diatas garis
tztes dari atap berdekatan atau setinggi menurut petunjuk
P:zpata Sempadan.
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jembatan-jembatan masuXk, oleh Bupati Kepala Daerah doy

1angan kotoran tcr_|:.d: ked_‘l:u, got tariuttp
ng dari :\J.km ke got har
g bau seperti tersebut diatas,

. Dimara telah ada sumur-sumur endapan untuk kakus-kakus,

B:;pa i }\ epala Daerzh dapat memutuskan diteruskan atau tidak-
nva sumur-sumur eadapan tersebut.

Ketentuan dalam avat (1) sub e tidak berlaku untuk helaman-
h2laman kampung vazog tidak terletak pada tepl jeian umum.

Pasal- 37.

Pemilik bangunan atau halaman, jika bangunan-bzogunzn dan
turutanoya dengan demikian juga pagar-pagar hzlam En atzu

ati-
kzn rusak sedemikiia rup:z, sehingga menimbulkan kekhawatiran
akan roboh sebagian atau seluruhn;a berkewajiban mempar-
baiki semua itu secukupaya atau membong karm dalam wak-
tu ditentukan o'eh Bupzii Kepala Daerah dengan tertuils.

Dazlam hal pemilik- pe-muk m“nghendal\x perbaikan atau psem
ngunan kembali maka merexa wajib minta idzin ssbaga
mestinya.

.\

a
na

aima

Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berleku

juga untuk tepi-tepi, pangkalan-pangkalan, turap-turzp dan

sepagainya.

Dalam hal-hal vang menurut pandangan Bupati kepala Daerah

memerlukan tindakan dengan segera, oleh atau atas nama Bu-
pati Kepala Dasrah dapat sexetika dilaksanakan pekerjazn-
pskerjaan pertolongan arzu pembongkaran yang dipariukan 2ias
biaya pemilik.

Pasal 38.

Semilik-pemilik atau pe nzkai halaman, ba'k yang ada bangen
ava maupun tidak, bermw’;ibin mempewm\.h;{an para pag
vang diserahi mengusut pzianggaran-pelanggaran Peraturan
erzh ini ialah I\enala Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Daii -I
Rembang, Penata Sempadan & Sub [nspektorat D.erah Tingxat
Il Rembang memasuki halaman-halaman itu antara jam G:.L0
sampai jam 18§ 00.

Pada tiap pekerjaan pz mbuatan pcngubahan atau pembongkzaran
tersebut dalam pasal 5, pada pegawai yang diserahi mengusut
pela.nggaran—pelanggaran peraturan daerahmr, berhak memasuki
tempat pekerjaan, -

9
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BAB V

KEWAJ/BAN-XEWAJIBAN KHUTSUS BAGI PENATA
SEMPADAN

Pasal 39

(1). Penata sempadan berkewajiban atas permintaan yang berke-
psotingan yang ditunjukkan kepada Bupati Kepala Daerzh,
mameriksa bangunan bangunan Y&n3 telah ada dan memberi
surat keterangan kekuatannya

(2) Besarnya beaya yang berhubunz deagan lnj, ditetapkan
Rp 1000,- (seribu rupiah ) uatuk tiap-tiap surat keterangan
vapg harus dipenuhi dan dibayar dimuka.

Pasal 40

(1). Untuk pembuatan jembatan jembataa dan urung-uruag setelah
mengadakan psmeriksain setempai, Penata Sempzdan meng-
ajukan usul yang disertai dasar dasar usul itu tentang lengkang
aliran vang diwajibkan berhubungza dengan propil jalannya
air dari jembatan-jembatan atau urung-urung yang telah ada
dan apa yang telah dia’ami mengenai hal itu.

—~
L3S
-

Usul termaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh Bupati Kepala
Das=rah diserahkan kepada penjabat-penjabat Negeri atau Da-
erzh Tingkat | yang berwenang. ¥aag karena jabatanaya dan
menurut peraturan-peraturan Dinzs-dinas mereka harus me-
ngetahulnya,

Pasal 11

Penata Sempadan berkewajidan untuk sebelumoya atau
pada tanggal 10 tiap-tiap bulan, mengirimkan dangan cuma-cuma
kepada kantor Pendaftaran Tanah daftar dari semua pendirian
bangunan-bangunan dan psngubahau-;:ngubahan yang peoting-
penting vang telah dikerjakan dan disslesaixap selama bulan yang
lalu.

Fasal 42

(1). Pzoata sempadan berkewajiban tiip-tiap hari memslikara se-
buah register yang dipolio dzn disububi tanda pengesahan



(1).

snmfutnya mepurut costoh yang ditetapkan oleh Bupati Ke-

ala Daerah dalam register -itu Gicatat dengan teliti semuz

}.erjaan vang disziznggarakan dengan disebutkzn waki,
tempat dan nama orang vang untuknya pekerjaan-pekerjzan
itu dilakukan, dan besarnya bizva vang d]pcrhltunggan.
Dalam delapan hari sstelah akhir tiap-tiap bulan Penata Sem-
padan mengirimkan turusan register tersebut kepada Bupaii
Kepa.a Daerah

Paszal 43

Guna pengawasan tiap-tiap pembuatan bangunan? Penata Sem-
pedan berkewajiban sskurang- kurangnya mengadaksn pema-
riksaan-pemeriksaan vang dinemakan pemeriksaan-pemeriksazn
Sempadan sebagai bzzikut

I. Pada pendirian pzcempatzn atau pemindahan barcgunen-
bangunan dan pada p:mbuatau untuk memperbesar dan
memperluas yang rengenai :

a, bapgunan-bangunaa vang selurubnya dibuat dari bambu

dengan tidak memakai sssuatu pondamen satu kali ps-

meriksaan, jike bapguren tciah selesai ;

b. banguman-bangunzn dari bzhan-bahan yang seispis de-
ngan yang tersebut sud I a. diatas, diatas kaki dari
baitu atau umpzk-umpzk satu kali pemeriksaan, jiia

bangunan telah ssiesai :

¢. bangunan-banguman diztas kaki dari batu atau umpak-
umpak deng:n 1iar -tiang dan rangka dari kavu dan
dinding dari gzi=2g cua kali pemeriksaan, jalah sebelum
dinding dan atip dipaszng dan jika bangunan teizh se-
lesai ;

[!{J

d. bangunan-bangunan d ngan konstruksi yang seienis de—
bgan yang terssSut swo I a. diatas, tetapi dengzn din-
ding-dinding dzri papan dua kali pemeriksaac izlah se-
belum dinding dan dipasang, dan jika bangu

telah selesai

9



e. bangunan-bangunan diatas pondamen keliling, dari rang-
ka kavu atau besi dengan pengisian pasingan seiengah

- batu atau dengan dinding keliling cari logam, tiga kali
pemeriksaan ialah jika pondamen telah dipasang, jika
pekerjaan telah selesai dipasang, kecunli penutup atap-
pva, dan jika bangunan itu telah selesai seluruhnyva ;

f. bangunan-banzunan dengan tembok luar dari sedikitnya
satu batu atau tembok dari beton bertulang ;
empat kzli pemeriksaan, ialah jika pondamen telah di-
pasang jika balok langit-langit atau penggantung langit-
langit telah dipasang dengan besi sauh, jika pekerjaan
selesai, kecuali penutup atapnya, dan jika bangunan itu
telah selesai seluruvhnya. :

11. Pada pengubahan ztau penggantian sebagian, dengan mem-

.

pertahankan tembok-tembok luar jika mengenai :

a. bzngunan-banguvnan sebagai dimaksud dalam .ayat (1)
sub la, b, ¢ dan d pasal ini ;

b. bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1)
sub le dan f pasal ini . dua kali pemeriksaan ;

11I. Pada pembaharuan dan perbaikan dengan tidak mengada-
kan perubzhan konstruksi dan pembagiannya :
satu kali pemeriksaan, jika pekerjaan telzh selesai.

1V.a. pada pembusatan jembatan-jembatan, urung-urung, ba-
ngunan-bangunan pintu air dan bargunan-bapgunan air
dan bzngunan-bangunan air lainnya dalam pasangan
batu ;
tiga kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipa-
sang jika bagian bawah telah cukup tinggi dan jika
pekerjaan telah selesai seluruhoya :

b. pada pemasanean ketel uap :

tiga kali peneriksazn, ialah jika pondamen telah dipa-
sang sebelum saluran-saluran asap ditutup, dan jika se-
luruhnya telah selesai. ’

V. Pada pembuatan tembok-tembok pangkalan, turap-turap,
¥
bendungan-bendungan, pangkzlan-paugkalan, kolam-kolam
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dengan pasangan dan teras-teras dua kali pemeriksaan, ia-
lahtjika lapisan dasar telah dipasang dan jika pekerjaan
telah selesal.

VI. Hanya satu kali pemeriksaan ialah !

a. para pembuatan, perbaikan atau penggantian pigar-pa-
gar pemisah dari tembok/kayu dari halaman atau ba-
gian halaman, dan pada pemasangan pagar dari logam/
kayu, baik vang dapat digerakkan maupun yaag (etap:

b. pada pembuatan sumur-sumur air :

(o]
.

pada pembuatan pangunan ringan untuk melintasi se-
lokan-selokan atau parit- parit sepanjang jalan umum :
d pada pemasangan selokan-selokan, got-got dan saluran-
saluran air ;

e. pada pembongkaran dengan tiada pembangunan kem-—
bali, dan pada pendirian bangunan dari kayu guna per-
tunjukan umum seperti Cirkus dan lain sebagainya.

Pembuat bangunan berkewsjiban tepat pada waktunya mem-
beritahukan kepada Penata Sempadan setiap kali, jika peker-
jaan telah mendapat taraf sedemikian, sehingga harus dilaku-
kan pemeriksaan tersebut diatas, ia berkewajiban juga dalam
tempo satu bulan sesudah pekerjaan sélesai seluruhnya, mem-
beritahukan hal ini kepada Penata Sempadan.

Jika untuk tujuan tersebut diperlukan lebih banyak pemerik -
sean dari pada yang tersebut diatas, Penata Sempadan seialu
dwajibkan mengadakan pemeriksasm, begitu pula jika Bupati
Kepala Daerah memerintahkan yang demikian. :

Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan itu o'eh Penata
Sempadan ditulis diatas turunan surat keputusan idzin mem-—
buat bangunan tersebut, yang diterimakan kepada iang ber-
kepentingan.

Pasal 44

Terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Penata Sempadan
dan yang mepurut pandangannya perlu dibuatkan berita acara
olchaya dibuatkau berita acara atas dasar sumpah jabatan,

%
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. Sebagai jaminan untuk yaag berk:zpentiogan, Perata Sempadan

barkewajiban sekurang-kurangnya enam jam sebelumnya merm-
beritahukan kehendakoya untuk melakukan pewmeriksaan vang
untuknya dikenakan pembayarau, sehingga mereka jika meng-
hendaki, dapat menyaksikannya.,

Dengan tidak mengurangi keteatuan dalam pasal 211 dan pa-
sal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilarang me-
ngzanggu Penata Sempadan dalam mznjalankan pekerjaannya.

BAB VI
UANG - SEMPADAN
Pasal 45

(1). Untuk pekerjaan-pskerjaan yang dilakukan oleh Pepata Sem-

2.

padan dipungut pembayaran yang disebut uang sempadan,
yang harus disetorkan kepada Pemegang Kas Pemerintah Da-
erah dan dihitung menurut ayat (2) pasal ini serta menurut
tarip yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini.

Uatuk semua macam bangunan, pekerjaan-pekerjaan dari kayu,
sumur kotoran/air, jembatan, urung urung, pekerjaan-pekerjasn,
pintu air dan bangunan- bangunan air lainnya, tembok pang-
kalan. ketel dengan pasangan, tungku-tungku, kolam-kolam,
teras-teras, bendungan dan pangkalan, uang sempadan dihitung
menurut luaspya yang untuk pekerjaan masing- mas.ng diukur
sebagai bericut :

a. untuk bangunan-bangunan :
antara sisib-sisih luar dari kaki-kaki dinding, dengan pe-
pgertian bahwa buat bangunan-bangunan oertingkat letih
dari satu, uatuk tiap-tiap tingkat dihitung 2/3 dari luas
denah

b. untuk bendungan dan pangkalan :
dari keki sampai kaki ;

¢ untuk jembatan, urung urung dan bangunan-baogunan air
dengan menentukan luas deri sudut banyak yang ditarik
melingkari pondamen . sebelah luar (terhitupg pondamen
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pangkal, pemanggung tengah, ditambah dengan luas lantai
jembatan) dengan tidak memandang terbuat dari bahan apa.
untuk turap-turap dan batas-batas halaman uang sempadan

dihitung menurut ukuran panjangnya.

(3). Besarnya uamg sempadan adalah :

a. untuk babgunan perumahan tiap 1 M2 dikenakan beaya Rp 5,-
(lima rupiah).

b. vntuk pagar tembok, sumur dan got tiap-tiap 1 M ssbagai

berikut :

1. Got 1 M2 panjany dikenakan Rp 50,- (lima puluh ru-
piah).

2. pagar tembok 1 M panjang dikenakan Rp 100,- (seratus
rupiah? ;

3. sumur 1 M papjzng dikenakan Rp. 250 (dua ratus lima
puluh rupiah).

“c. untuk lantai tiap 1 M2 dikenakan beaya Rp 10,- (sepulth
rupia..).

d. untuk urung-urung, jembatan-jembatan, tembok pangkslan,
kolam-kolam sebagai berikut ;

I. urung-urung (/) 20 cm dikenaksn Rp 5C,— 1 M panjang
dan lebdih/(/) 2C cm tiap-tiap tambah 5 cm di?metem_va
dengan tambahan beaya Rp 15, (lima belas rupial

2. Jembatan dikitung 1 M2 dikenakan beaya Rp 100,- (se-
ratus rupiah).

(V3]

Tembok pangkalan, turep turap dihiteng 1 M panjang
Rp 100,~ (seratus rupizh).

4. Kolam | M? diksnakan Rp 5,- (lima rupiah).

(4) Luas yang diperhitungkan diperoleh dari luas sssunggubnya
dengan me-gadakan empat penelitizn koreksi (correcties) .
ke - 1 msngenai bzhan-bahan vang dipergunakan ;
ke - 2 mengenai tinggi loteng ;

ke - 3 mengenai tujuam penggunaan bangunan ;

ke - 4 mengena: letak bangunan

3
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(6).
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Untuk melakukan penelitian pertama luas sesungguhnya diper-
gandakan dengan ketentuan-ketentuan (koefﬁcien-kocfﬁcicn)
berikut ;

a untuk bangunan yang seluruhnya dibuat darj bambu atau
tenda, tidak dengan pasangan : 1 (satu) ;

b. untuk bangunan vang dibuat dan bahan-bahan yang sejenis
dengap yang tersebut dimuka, tetapi didirikan diatas kaki
batu atau umpak :

€. untuk bangunan dengan tiang-tianz dan konstruksi rangka
dari kayu, tetapj dengan dinding gedeg ; 4 (empat) ;

d. untuk bangunan dengan konstruksj yang serupa dengan
yang dimuka, tetapi dengan dinding dari papan 10 (sepu-
luh) ;

€. untuk bangunza darj rangka kayu atau besi (hauten of
yzerenvakwerk) dengan pengisian sctengah batu atau dengan
dinding darj logam ; dan bangunan tembok setengah batu
dengan p:nanggung-penanggung tembok ; dan kolam-kolam
dengan pasangan serta teras : 16 (enam belas) ;

f. untuk bangunan dengan tembok luar dari se-kurang-ku-
rangnya satu batu, atau dengan tembok-tembok beton ber-
tulang, jcmbatau_jembatan, pekerjaan- pekcrjaan plotu eir,
lembok —tembok pangkalan, kete] uang dengan pasangan
dan tungku-fungkuy 3Q (tiga puluh) ;

Untuk melakukan penelitian kedua luag sesunggunhnya diper-
gandakan dengan ketentuan- ketentuan (koafficien-koefficicn)
berikut ;

untuk gedung/rumah yanz tingginya :

sampai .......... sreeeeea 3,00 Meter 1,060

dari 3,01 Meter sampai vressrisiieieeniiene 3,25 Meter 1,05
dari 3,05 Meter sampai  ........ sesenenn 3,50 Meter 1,10
dati 3,5] Meter sampai ,...... cseressesen 3,75 Meter 115
dari 3,75 Meter sampai tersenieeiiiiiennn 4,00 Meter .20

dari 4,01 Meter samwpai ,....... cesereranee 4,50 Meter 1.35
dari 4,50 Meter SAmMPal  .....ceeeeivieenae, 5,00 Meter 1,60
Iebih darj e, ., L 5,00 Meter 2,00
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(7). Tingei gedung/rumah dihitung dari atas lantai sampai langit-
langit atau blandar.

(8,. Penclitian (kcreksi; ketiga haaya dilakukan, jika gedung/rumah
bagiannya yang menurut pendapat Bupati Kepala Daerah khu-
sus dipergunakan uctuk tempat bekerja atau gudang ; luas
sesungguhnya dari gedung/rumah itu guna semua perhitungan
yang dimaksud diatas, dipergandakan dengan 0,30 (setengah) ;

(9). Untuk tiap pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal
42, dikenakan pembayaran Rp 600,- untuk dinding gedeg =
papan.

Rp 1.200,- untuk dinding tembok 1/2 batu,

Rp 1.250,- untuk bangunan dinding tembok 1 batu dan ba-
rgunan lain termasuk beton bertulang, jembatan seperti pasal
45 ayat (3).

Pasal 46

Atas permintaan yang berkepentingan, Bupati Kepala

Daerah dapat memberi pembebasan seluruhnya atao sebagian dari

pembavaran uang sempadan yang terhitung buat penzawasan pem-

buatan bapgunan dengan ketentuann @

a. jika bangunan yang bersangkutan diselenggarakan khusus uatuk
peribadatan umum (masjid, suran, klenteng atau gareia) ;

b. jika bangunan-bangunan yang bersangkutan diselenggarakan oleh
badan setengah resmi (semi officiel) atau oleh bacan-badan hu-
kum lainnya (yayasan-yayasan, lembaga-lembaga; yang diper-
untukkan khusus untuk keperluan amal dan/atau kepentingan
umum ;

¢. jika rumah-rumah itu dibuat menurut contoh-contoh baku yang
dibebankan Oleh ... cveeerreseecesi=rassessasssssnnssnesessnmansasnenessanane

d iika pemegang idzin yang bersangkutan dapat membuktikan ke-
pada Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak ataun kurang mampu.

Pasal 47

Uang sempadan dan uang pemeriksaan dibayar olch
peminta idzin kepada Pemegang Kas Daerab segerz sete'ah me-
nerima surat perintah untuk menagih yang dikeluarkan uniuk itu

]
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BAB VIl
RETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN PENUTUP

Pasal 48

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 3,
ayat (2, 12, 13, 15 ayat (2), (3) dan (4), 16 ayat (3). pasal 17,
19, 20, 21, 22, 22, 24, 27, 28 29, 31, 33, 34, 35, 36 dan pa-
38 ayat (1) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum

dalam idzin yang dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini,
dihukum dengan hukuman kurupgan se-lama-lamanya enam bulan
atau hukuman denda se tinggi-tingginya Rp 30.000,- (lima puluh
ribu rupizh).

(n.

Q).

(1).

(2).

Pasal 49

Mereka vang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan-ke-
tentuan dalam peraturan daerah ipni, dalam waktu yang di-
tentukan oleh Bupati Kepala Daerah, berkewajiban mengerjakan
apa vang perlu untuk melengkapi sesuatu yang masih kurang
dan/atau uatuk menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki
segala sesuatu yang dilalaikan atau yang diperbuat bertentangan
gtau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini,

Jika merska melalaikannya maka hal itu dikerjakan oleh Da-
erah atas biaya yang berkepentingan,

Pasal 50

Yang diserahi juga mengusut pelanggaran-pelanggaran pera-
turan daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Eabu-
paten Daerah Tingkat II Rembang, FPenata Sempadan dan
Ka, Sub. Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang.

Pegawai terszbut dalam ayat (1), harus segera membuat be-
buat berita acara sssuai denmgan apa yang diketahuinya tentang
semua pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.



Pasal 31

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daeran tentang
Idzin Mendirikan dan Membongkar banzunan-bangunan Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang” dan mulai berlaku pada
hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah iri, tidak ber-
laku lagi Peraturan Daerah Tingkat 1I Rembang tgl. 25-4-1562
dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. No. 3 Tahun
1963 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan surat keputusan tanggal 6 September 1952 No. BE.
4/141/19 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1962, dengan
segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Rembang, 1 Nopembker 1877
Kabupaten Daerzh Tingkat II

Bupatl Kepala Daerah Tingkat II
Rembang Rembanag,
Ketua
(JAG!] GITCE) { Drs. SOEHARJONO)

NIP, 01C0z2282
Peraturan Daerah ini telah diszhkan cleh :
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dgn. srb. kep. tgl, 12 -6 - 1978 No, Hk, 234/1273
Sekretaris Daerah ;
B./Eepala Biro Hukum ;

{ NAWAWI S. H.)
NIP, 500023880
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II
Rembang No, § Tahun 1978 Seri B. pada tanggal
25 Juni 1978,
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun
No. 2

Sokretaris Wilayah/Daeral ;

( SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)
NIP, 500030837




